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KATA PENGANTAR 
 

 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya, sehingga buku referensi 

dengan judul “Konsep, Dinamika, dan Tantangan Pengelolaan Sumber 

Daya Alam” dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini lahir dari hasil 

refleksi teoretik, serta pengalaman akademik para penulis dalam 

bidang hukum tata negara dan hukum administrasi, khususnya terkait 

dinamika hubungan antarlevel pemerintahan dalam pengelolaan 

sumber daya alam. 

Penyusunan buku ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi 

konseptual dan empiris terhadap kajian hubungan pusat dan daerah 

dalam sistem negara kesatuan. Pembahasan tidak hanya 

menitikberatkan pada aspek hukum keuangan negara sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), 

tetapi juga pada dimensi filosofis dan praktis dari prinsip keadilan fiskal, 

distribusi kekayaan alam, serta tanggung jawab ekologis antarwilayah. 

Dalam kerangka hukum tata negara modern, relasi pusat dan daerah 

bukan sekadar hubungan administratif, melainkan mekanisme 

konstitusional untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan 

rakyat. 

Buku ini mencoba menjelaskan bagaimana desain hubungan pusat-

daerah, baik dari sisi regulatif maupun praksis, berkembang dalam 

dinamika politik hukum desentralisasi di Indonesia. Reformasi 

kelembagaan fiskal yang diperkenalkan melalui UU HKPD 



 

ii 

menggantikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, 

merupakan momentum penting bagi pembaruan sistem otonomi fiskal. 

Prinsip fairness, accountability, efficiency, dan equity yang menjadi 

landasan undang-undang tersebut dimaksudkan untuk memperkuat 

kemampuan fiskal daerah sekaligus menjaga keserasian kebijakan fiskal 

nasional. Namun dalam praktiknya, berbagai persoalan masih muncul, 

mulai dari ketidakseimbangan kapasitas fiskal, ketidaksinkronan 

pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) sektor sumber daya alam, hingga 

lemahnya mekanisme akuntabilitas keuangan di tingkat daerah. 

Persoalan-persoalan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan 

hubungan keuangan pusat dan daerah tidak semata ditentukan oleh 

kerangka hukum formal, melainkan juga oleh kualitas tata kelola dan 

kapasitas kelembagaan di daerah. Pemerintah daerah harus memiliki 

kemampuan dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

mengelola anggaran berbasis kinerja, serta menyeimbangkan antara 

kebutuhan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Buku 

ini menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah pusat 

sebagai regulator dan penjaga stabilitas fiskal nasional, dengan 

pemerintah daerah sebagai pelaksana utama pelayanan publik yang 

memahami kebutuhan masyarakat secara langsung. Sinergi tersebut 

merupakan fondasi utama untuk mewujudkan pemerintahan yang 

berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. 

Selain memberikan analisis terhadap aspek hukum dan kebijakan 

fiskal, buku ini juga mengangkat dimensi ekologis yang sering kali 

terabaikan dalam diskursus desentralisasi. Pemanfaatan sumber daya 

alam harus dilihat tidak hanya sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga 

sebagai amanat konstitusional yang mengandung tanggung jawab 

moral terhadap keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, integrasi 

prinsip ecological justice dalam kebijakan fiskal menjadi tema penting 

yang diulas dalam buku ini. Penulis menegaskan bahwa keadilan fiskal 

harus berjalan seiring dengan keadilan ekologis, di mana distribusi 

manfaat ekonomi dari sumber daya alam harus diimbangi dengan 

tanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. 
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Dari sisi teoretis, buku ini menawarkan pembacaan baru terhadap 

hubungan pusat dan daerah dalam bingkai hukum tata negara yang 

adaptif dan dinamis. Desentralisasi fiskal tidak dapat dipahami secara 

statis, melainkan harus terus dikontekstualisasikan dengan perubahan 

ekonomi global, agenda pembangunan berkelanjutan, dan tuntutan 

pemerataan sosial. Pendekatan ini menuntut model hubungan 

keuangan yang fleksibel namun tetap berbasis prinsip konstitusional, 

yaitu keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan. Dengan demikian, 

desentralisasi fiskal bukan hanya instrumen administratif, tetapi juga 

sarana rekayasa sosial untuk memastikan terwujudnya kemakmuran 

rakyat di seluruh wilayah negara. 

Secara historis, pembahasan dalam buku ini juga menelusuri 

perkembangan hubungan pusat–daerah di Indonesia sejak masa 

kolonial, Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi. Setiap fase 

menunjukkan perubahan orientasi politik hukum yang memengaruhi 

corak desentralisasi, mulai dari sentralisasi kuat hingga desentralisasi 

asimetris. Refleksi historis ini penting untuk memahami mengapa 

persoalan ketimpangan fiskal dan ketidakseimbangan pembangunan 

masih terus berulang hingga saat ini. Melalui pendekatan historis dan 

komparatif, buku ini juga mengkaji praktik negara lain seperti Jepang, 

Prancis, dan Norwegia yang telah lebih dahulu mengembangkan model 

desentralisasi fiskal berbasis kinerja dan keberlanjutan lingkungan. 

Pembandingan tersebut dimaksudkan untuk memperkaya perspektif 

pembaca dan memberikan alternatif model yang dapat diadaptasi 

dalam konteks Indonesia. 

Sebagai karya ilmiah referensial, buku ini merupakan bentuk 

tanggung jawab akademik dalam mengembangkan literatur hukum 

keuangan negara dan pemerintahan daerah. Perguruan tinggi memiliki 

tanggung jawab untuk menjembatani dunia akademik dengan dunia 

kebijakan (policy bridge), agar hasil penelitian dan kajian ilmiah dapat 

menjadi dasar bagi perumusan kebijakan publik yang lebih baik. Buku 

ini diharapkan menjadi salah satu kontribusi dalam membangun literasi 

hukum dan kebijakan fiskal yang berbasis bukti (evidence-based 

policy), yang berpihak pada kesejahteraan rakyat dan kelestarian 

lingkungan. 
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Akhirnya, para penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki 

kekurangan. Kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca sangat 

diharapkan demi penyempurnaan pada edisi berikutnya. Semoga buku 

ini dapat menjadi rujukan yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, 

peneliti, pembuat kebijakan, serta praktisi pemerintahan dalam 

memahami secara komprehensif hubungan pusat dan daerah dalam 

pengelolaan sumber daya alam. Dengan semangat kolaborasi dan 

kesadaran ekologis, diharapkan cita-cita konstitusi untuk mewujudkan 

kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan sumber daya alam yang adil, 

transparan, dan berkelanjutan dapat benar-benar terwujud. 

 

  

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Enjoy The Book 
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